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ABSTRAK
Pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat
Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa berhasil dan bagaimana pengembangan
dari program Kota Layak Anak Kota Malang dalam memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Adapun yang
melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan awal penulis
melihat Melihat dari masih banyaknya permasalahan terkait pelanggaran Hak anak dalam pemenuhan dan
perlindungan anak yang terjadi di Kota Malang. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana Strategi
Implementasi Kebijakan Pengembangan Malang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
terhadap Anak dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode
penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena
yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Peneliti menggunakan Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi, Diskusi,
Analisis Negatif, Membercheck yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada
penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dalam
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak di Kota Malang bahwa dalam pengembangan tersebut
sudah terbilang baik, akan tetapi masih kurang makasimal dalam melakukan sosialisasi terkait program kota layak
anak.(2) Yang menjadi penghambat adalah kurangnya penguatan kebijakan dari pemerintah kota untuk OPD dalam
memaksimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis
mengajukan saran-saran sebagai berikut : Melakukan evaluasi serta laporan tahunan jalannya program kota layak
anak di kota malang, Melakukan delegasi dari Dinas Perlindungan Anak kepada setiap Lemabaga Pemerintah
Daerah dan beberapa jaringan LSM untuk tetap mengawal jalannya program tersebut.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Hak Anak, Perlindungan Anak
Pendahuluan
Komitmen Indonesia dalam menghormati dan
memenuhi perjanjian secara yuridis tentang
pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak.
Indonesia membuat kebijakan UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya
kebijakan tersebut mengakibatkan negara Indonesia
harus memberikan jaminan dan memenuhi kebutuhan
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusian, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi
terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia
dan sejahtera. Untuk mentransformasikan Hak Anak
ke dalam proses pembangunan, pemerintah
mengembangkan Kota Layak Anak di setiap daerah
Kabupaten/Kota untuk memudahkan tercapainya
pembangunan nasional yaitu terwujudnya IDOLA
(Indonesia Layak Anak).
Kota Layak Anak atau bisa disebut KLA
merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki
komitmen dan memiliki usaha untuk melindungi,
mencegah dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
Menurut Lenny Rosalin, (2016:1), menyebutkan
bahwa Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak
anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber
daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan
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dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Tujuan Kota Layak Anak dibagi menjadi dua,
secara umum untuk memenuhi hak anak dan
melindungi anak dan secara khusus untuk membantu
inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah
pada upaya transformasi konvensi hak anak dari
kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan
intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan
untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada
suatu wilayah Kabupaten/Kota. (Rosalin Dkk 2016:1)
Kota malang sendiri kini menerapkan dan
mngembangkan kebijakan KLA pada tahun 2015
dengan sebutan MAKOLA (Malang Kota Layak
Anak). Dengan adanya Makola ini Kota Malang
berharap mampu menjadikan Kota Malang sebagai
kota yang ramah terhadap anak.
Konsep Makola (Malang Kota Layak Anak)
sendiri dibangun sesuai dengan cita-cita Kota Malang
untuk menjadikannya Kota Layak terhadap Anak
dengan adanya PERDA No 12 tahun 2015 tentang
perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.
Kebijakan dan peraturan tersebut juga dilandasi
dengan melihat kondisi anak di Kota Malang terkait
dengan permasalahan anak yang timbul pada
lingkungan Kota Malang.
Saat ini Kota Malang telah berkomitmen dan
bersungguh-sungguh dalam meningkatkan Kota
Malang menjadi Kota Layak Anak dan lingkungan
yang ramah anak, dengan adanya prestasi yang diraih
yaitu sebagai Kota Layak Anak tingkat Madya.
Perolehan penghargaan ini dikarenakan kota malang
telah menyediakan beberapa fasilitas anak dan pos
pengaduan perlindungan anak, sesuai dengan
beberapa indikator yang sudah ditetapkan oleh
KemenPPPA dalam 5 Klaster tersebut pada tahun
2015 dan 2019, dengan mewujudkan Kota Malang
sebagai kota dengan sarana dan prasarana, fasilitas
dan program untuk anak.
Akan tetapi dengan adanya prestasi tersebut
Wali Kota Malang Sutiaji merasa kurang puas
dengan adanya Penghargaan Kota Layak Anak
tingkat Madya. Menurut Wali Kota Malang Sutiaji,
kami kurang puas atas prestasi Kota Layak Anak
yang di raih saat ini, kami akan terus berupaya untuk
memenuhi hak-hak anak mulai dari bidang
pendidikan, kesehatan, fasilitas ruang bermain serta
berbagai akses untuk menunjang hak anak, untuk
menjamin perlindungan dan pencegahan kekerasan
anak, sampai kami mendapatkan gelar Malang Kota
Layak Anak pada tingkat Nindya.
Untuk menjadikan Malang Kota Layak Anak
tingkat Nindya tentunya tidaklah mudah, melihat
beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Malang
yaitu diantaranya tingginya kasus pelanggaran Hak
Anak di kota malang. Menurut Pimpinan DP3AP2KB
(Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana) Kota Malang mengatakan bahawa
kekerasan di Kota Malang setiap tahunnya selalu
mengalami peningkatan mulai pada tahun 2016-2018.
Pada tahun 2016 terdapat 36 kasus, sedangkan tahun
2017 terdapat 71 kasus dan 2018 terdapat 74 kasus,
Sedangkan pada tahun 2019 November DP3AP2KB
telah menerima dan menangani laporan sebanyak 50
kasus kekerasan.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di
paparkan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Strategi Implementasi Kebijakan
Pengembangan Malang Kota Layak Anak dalam
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
terhadap Anak?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam
pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka
dari itu tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
adalah mengetahui Implementasi Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota
Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Anak.
Manfaat Penulisan
Setiap peneliti memiliki manfaat sebagai
tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam
tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut
yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan
penambahan keilmuan  tentang Implementasi
kebijakan dan dapat memberi pengetahuan pada
kajian tentang Implementasi Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di
Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan
Perlindungan Anak
2. Manfaat Praktis
Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan
hasil yang sudah diteliti dapat memberikan
masukan positif kepada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota
Malang dan Kabupaten/Kota lainnya.
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Adapun jenis metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melakukan
penelitian dengan sasaran yang ada digali sebanyak
mungkin data mengenai sasaran penelitian.
Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif
dengan maksud untuk menggambarkan,
meringkaskan berbagai informasi, kondisi, situasi,
atau berbagai variabel.
Dengan demikian penelitian ini akan
memaparkan secara deksriptif untuk menggambarkan
secara sistematis berkaitan tentang Implementasi
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Aanak
dan Perlindungan Anak, serta untuk menemukan
faktor pendukung dan penghambat dari implementasi
kebijakan pengembangan tersebut.
Fokus Penelitian
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar
dalam pengumpulan data peneliti yaitu sebagai
berikut:
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang
dalam Pemenuhan Hak Aanak dan
Perlindungan Anak, dengan sub fokus.
a) Aspek Pemenuhan Hak Anak yang
terdapat dalam 5 Klaster Kota Layak
Anak.
b) Aspek Perlindungan Anak
- Pembentukan Pos Pengaduan
Pelanggaran Hak Anak
- Rehabilitasi Anak
- Penyelesaian Kasus Pelangaran Anak
2. Faktor penghambat dalam Strategi
Implementasi Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang
dalam Pemenuhan Hak Aanak dan
Perlindungan Anak dengan sub fokus faktor
penghambat implementasi Kebijakan
Pengembangan Kota Layak Anak
Situs dan Latar Penelitian
Didalam penelitian ini, yang menjadi lokasi
penelitian adalah Kota Malang. Sedangkan situs
penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti dapat
memperoleh data maupun informasi yang diperlukan.
Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam
bab terdahulu, maka situs dari penelitian ini adalah
DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana) Kota Malang.
Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Merupakan data yang diperoleh
langsung dari sumber yang akan diteliti (tidak
melalui perantara). Data ini dikumpulkan
secara langsung dengan melakukan
wawancara dengan narasumber yang berkaitan
dengan kegiatan pemberdayaan Satlinmas
dalam penanggulangan bencana.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara dan
umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan
yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan
dan tidak dipublikasikan.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara
yang diperlukan untuk memperoleh data dilapangan.
Untuk itu teknik atau cara pengumpulan data yang
diperlukan harus benar dan akurat.Adapun teknik





Adapun langkah-langkah dalam melakukan




4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Keabsahan Data
Sugiyono (2008:270) mengemukakan
keabsahan data bagian yang sangat penting dimana
digunakan untuk menyakinkan peneliti bahwasanya
data yang telah di dapatkan oleh peneliti itu benar
adanya juga dapat dipercaya. Untuk mengetahui
keabsahan data peneliti menggunakan teknik-teknik









1. Strategi Implementasi Kebijakan
Pengembangan Malang Kota Layak Anak
dalam Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan terhadap Anak
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada
Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi
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Perlindungan Anak  Dinas Sosial Kota Malang,
mengatakan bahwa :
“sebenarnya Kota Layak Anak adalah salah
satu program kebijakan yang diturunkan dari
pusat yang berdasarkan hasil dari Konvensi
Hak Anak mas, dengan tujuan untuk menjaga
tumbuh kembang anak dengan baik tanpa ada
unsur pemotongan hak.”
Adapun tolak ukur pembangunan Kota Layak
Anak sudah ditetapkan oleh KemenPPPA untuk
menilai bahwa Kota tersebut sudah layak anak.
Seperti yang dikatakan oleh :
“Program Kota Layak Anak juga terdapat 5
klaster yang sudah ditetapkan oleh pusat
sebagai tolak ukur pengembangan
pembangunan Kota Layak Anak diantaranya
adalah, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
Kesehatan dasar dan Kesejahtraan,
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya, Perlindungan Khusu”.
Dalam mencapai upya terciptanya Kota
Malang ramah anak. DP3AP2KB bekerja sama
dengan beberapa OPD dan lembaga swasta seperti
perushaan atau lembaga swadaya masyarakat untuk
mempermudah mencapai Kota Malang ramah Anak.
Seperti yang dijelaskan oleh Drs. Tri Puji Astuti
sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak  Dinas
Sosial Kota Malang :
“upaya pemenuhan hak anak, sebenarnya
kami juga bekerja sama terhadap beberapa
OPD di Kota Malang yaitu diantaranya Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan
dan Perkebunan, dan tiap-tiap kelurahan yang
ada di Kota Malang.
Dalam melakukan kerja sama dengan seluruh
OPD dan LSM yang berada di Kota Malang akan
mempermudah Dinas Sosial Perlindungan Anak
dalam menjalan kebijakan dan memaksimalkan
pengembangan program yang sudah ditetapkan oleh
Dinas Sosial Perlindungan Anak. Seperti yang
diucapakan oleh Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala
Seksi Perlindungan Anak  Dinas Sosial Kota Malang
:
“Tujuan bekerja sama dengan beberapa OPD
di Kota Malang sebenarnya mas, membantu
untuk mempermudah kami dalam
menjalankan beberapa program kota layak
anak tersebut. Tidak hanya itu kami juga
bekerja sama dengan beberapa LSM dan
perusahaan untuk membantu dan mendukung
program yang kami jalankan.”
Adapun dalam pengembangan 5 klaster yang
Di sampaikan oleh Ibu Puji di kota malang adalah
sebagai berikut :
a) Hak Sipil dan Kebebasan
b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
Alternatif
c) Kesehatan Dasar dan Kesejahtraan
d) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya
e) Perlindungan Khusus
2. Faktor Penghambat dalam menjalankan
kebijakan Kota Layak Anak di Kota
Malang.
Dalam menjalankan Kebijakan Kota Layak
Anak di Kota Malang ada beberapa faktor
penghambat yang dirasakan dalam menjalankan
kebijakan tersebut diantaranya adalah lemahnya
komunikas dan koordinasi antara OPD dan LSM,
kinerja sumberdaya manusia yang kurang, kurangnya
anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat
dalam memenuhi dan melindungi anak. Seperti yang
di jelaskan Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala Seksi
Perlindungan Anak  Dinas Sosial Kota Malang :
“sebenarnya yang menjadi faktor penghambat
dalam proses pengembangan kebijakan kota
layak anak itu yang sanagat memepengaruhi
adalah suatu jalinan komunikasi dan
koordinasi kepada seluruh OPD. Kenapa kok
susah karena setiap koordinasi dan menajalin
kerja sama itu semacam hanya menjalin
hubungan saja seperti tidak ada tuntutan yang
kuat, karena saat ini belum ada perda yang
mendukung mas”
Selain itu hambatan dalam menjalankan
kebijakan kota layak di Kota Malang adalah
kekurangan SDM dalam memaksimalkan kebijakan
tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Drs. Tri Puji
Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak
Dinas Sosial Kota Malang :
“Selain mejalin komunikasi dan koordinasi di
tiap-tiap OPD kita juga kekurangan SDM
untuk menghendel jalannya program, kalo kita
bicara tentang pemenuhan hak anak itu sangat
luas mas mulai dari kehidupan mereka
dilingkungan sosial, kesehatan, pendidikan
bahkan sampai peradilan. Jadi kami juga
membutuhkan SDM yang cukup banyak lah
untuk mejalankan program tersebut.”
Dalam menjalankan kebijakan kota layak anak
Dinas Sosial Perlindungan Anak juga mengalami
hambatan, yaitu anggaran dalam menjalankan
kebijakan, dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya anak juga menjadi faktor penghambat
dalam menjalankan kebijakan tersebut.
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Hambatan yang di alami Dinas Sosial
Perlindungan Anak dalam menjalankan kebijakan
tersebut adalah efektif atau tidaknya program yang
sudah di laksanakan dilapangan akan berdampak
penuh kepada Dinas Sosial Perlidungan Anak.
Sedangkan menurut petugas BAPPEDA (Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai
perencana awal mengenai pengembangan Kota Layak
Anak di Kota Malang  beranggapan bahwa yang
menjadi penghambat jalannya kebijakan kota layak
anak adalah kurangnya maksimal di tiap-tiap OPD
dalam menjalankan kebijakan tersebut.
B. Pembahasan
1. Bagaimana Analisis Implementasi
Kebijakan Pengembangan Malang Kota
Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak
dan Perlindungan terhadap Anak
Sebagai wujud dalam menciptakan Kota
Malang Ramah Anak maka dari itu pemerintah Kota
Malang mulai menjalankan pengembangan kebijakan
Kota Layak Anak pada tahun 2006 dengan
memulainya membangun taman yang memfalitasi
anak untuk bermain. Maka dari itu dalam penelitian
ini, peneliti ingin mengetahui perkembangan
mengenai Kebijakan Kota Layak Anak di Kota
Malang. Hasil ini dapat dilihat/dianalisis  dengan
menggunakan teori Edward III (1980) dalam
Subarsono (2015:90) :
a. Komunikasi
Berdasarkan hasil penelitian peniti dengan
beberapa narasumber diantaranya kepada Drs. Tri
Puji Astuti sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak
Dinas Sosial dan sekaligus penanggung jawab
jalannya kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang
dan beberapa keterangan warga di Kota Malang,
dapat disimpulkan bahwa Komunikasi atau target
sasaran kebijakan Kota Layak Anak sudah cukup
baik namun disisi lain ada beberapa hasil dari
keterangan warga mengenai program yang sudah di
terapkan dilapangan, beranggapan bahwa cukup puas
dengan adanya fasilitas dan pelayanan untuk
memenuhi kebutuhan hak anak. Akan tetapi ada
sebagian masyarakat masih dibilang kurang
memahami terkait program kebijakan Kota Layak
Anak.
b. Sumber Daya
Bedasarkan kesimpulan hasil penelitan yang
dilakukan oleh peneliti kepada Drs. Tri Puji Astuti
sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak  Dinas
Sosial Kota Malang, dapat dijelaskan bahwa sumber
daya manusia dan finansial dalam menjalankan
kebijakan Kota Layak Anak di kota malang masih
terbilang kurang, karena banyaknya program yang
membutuhkan SDM dan anggaran yang cukup
banyak untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.
Melihat fakta dilapangan terkait implementasi
kebiijakan kota layak anak masih terbilang kurang
dalam kapasitas SDM dan sumber daya finansial.
Karena masih banyaknya program yang belum
mencapai sasaran seperti kurangnya fasilitas taman
dibeberapa lokasi dan kurangnya tenaga pekerja
dalam melaksanakan komunikasi dan sosialisasi
terkait program kota layak anak.
c. Disposisi
Merupakan watak atau karakteristik yang
dimiliki oleh implementator, seperti komitmen,
kejujuran, ataupun sifat demokratis. Apabila seorang
implementator memiliki disposisi baik, maka dalam
menjalankan kebijakan akan sesuai dengan yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut dan
berlaku sebaliknya.
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian,
peneliti kepada Drs. Tri Puji Astuti sebagai Kepala
Seksi Perlindungan Anak  Dinas Sosial Kota Malang
dapat disimpulkan bahwa aspek kegiatan mengenai
beberapa program yang sudah dijalankan dilapangan.
Hanya saja masih kurang dalam mensosialisaikan
kepada masyarakat kota malang terkait kegunaan dan
tujuan program tersebut.
Melihat fakta dilapangan terkait implementasi
kebiijakan kota layak anak sudah terbilang baik.
Karena dalam menjalankan kebijakan tersebut
dengan jujur dan tetap berkomitmen untuk
memenuhi kebutuhan hak anak dan melindungi anak,
dengan dibuktikannya berhasil mendapatkan predikat
kedua yaitu predikat madya terkait pengembangan
kota layak anak dalam mememnuhi kebuthan anak
yang sesuai dalam 5 klaster Kota Layak Anak.
d. Struktur Organisasi dan kelembagaan
Merupakan salah satu aspek penting dalam
menjalankan kebijakan yang signifikan dalam operasi
yang standar atau SOP (Standar Oprasional Prosedur)
dan juga menyeragamkan tindakan-tindakan yang
akan diambil oleh implementator dalam organisasi.
Berdasarkan observasi dan wawanca
dilapanagan dapat di simpulkan bahwa melihat
standart pegawai dalam menjalankan kebijakan kota
layak anak sudah terbilang baik. Karena
ditunjukannya dengan adanya mengawal dan
menyelesaikan kasus pelanggaran hak anak mulai
dari rehabilitas anak sampai peradilan selesai dan
juga anak sudah bisa pastikan  untuk melakukan
kegatannya sehari-hari seperti biasa.
2. Faktor Penghambat dalam menjalankan
kebijakan Kota Layak Anak di Kota
Malang
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Dalam pelaksanaan atau implementasi
kebijakan pasti ada beberapa faktor yang menghabat
jalanya kebijakan tersebut seperti yang di kemukakan
oleh Edward III dalam Subarsono Mengatakan bahwa
dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa
yang mempengaruhi proses jalannya kebijakan
dintaranya adalah Komunikasi, SDM, Disposisi,
Struktur Organisasi, dalam hal tersebut dapat
mempengaruhi baik faktor yang mendukung atau
faktor yang menghabat
Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti
menemukan beberapa faktor yang menghabat
jalannya kebijakan Kota Layak Anak di Kota
Malang. Diantaranya yaitu komunikasi dan
koordinasi kepada OPD dan LSM yang bersangkutan
dengan program, kurangnya sumber daya manusai
dan sumber daya finansial, kurangnya kesadaran
masyrakat terkait program kota layak anak.
a. Lemahnya Komunikasi dan Koordinasi
kepada OPD dan LSM
Dalam menjalankan kebijakan kota layak anak
pada dasarnya membutuhkan kerja sama kepada
semua lemebaga pemerintah daerah yang ada dikota
malang dan beberapa LSM dan perusahaan yang ada
dikota malang untuk membantu dan mempermudah
menjalankan kebijakan tersebut, seperti meminta data
kelahiran anak, kematian anak, angka putus sekolah,
bahkan sampai dana bantuan atau hibah dari
perushaan.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti kepada
beberapa narasumber di Dinas Perlindungan Anak
Dinas Sosial dapat disimpulkan bahawa yang
menjadi penghambat implementasi kebijakan kota
layak, adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi
kepada seluruh OPD dan LSM untuk membantu
mempermudah mencapai kota yang ramah anak.
Kurangnya komunikasi dan koordinasi kepada OPD
dan LSM dikarenakan tidak ada peraturan daerah
yang menekan penuh untuk keseluruhan OPD untuk
menjadikan program kota layak anak, menjadi tugas
pokok pada tiap-tiap OPD.
b. Kurangnya SDM dan Finansial dalam
menjalankan program
Tentunya dalam menjalankan kebijakan kota
layak anak membutuhkan sumber daya manusia dan
finansial yang cukup banyak untuk melancarkan
beberapa program dengan maksimal.
Akan tetapi melihat realitas yang ada
dilapangan dan observasi serta wawancara peneliti
kepada beberapa pegawai di Dinas Perlindungan
Anak Dinas Sosial dapat disimpulkan bahawa
mengalami kekurang tenaga kenerja dan anggran
untuk melaksanakan program kota layak anak yang
sesuai dengan 5 Klaster tersebut dengan
ditunjukannya kurangnya koordinasi kepada seluruh
lemabaga daerah yang ada dikota malang dan LSM
untuk melakukan pendampingan dan tetap memiliki
komitmen untuk mendukung secara penuh
terciptanya kota malang ramah anak dan melihat
sebagian taman yang memiliki kekurangan fasilitas
dan keterlambatan dalam memperbaiki fasilitas yang
rusak.
c. Kesadaran Masyarakat
Dalam menjalankan kebijakan tidak terlepas
dari kesadaran lingkungan masyrakat untuk
mematuhi segala bentuk program kota layak anak
sebagai bentuk mendukung dalam menciptakan Kota
Malang yang ramah anak.
Akan tetapi berdasarkan fakta dilapangan
dengan melakukan observasi dan wawancara peneliti
kepada petugas Dinas Perlindungan Anak Dinas
Sosial dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyrakat
masih kurang dalam mendukung dan mematuhi
peraturan yang sudah ditetapkan dalam beberapa
program kota layak anak dengan ditunjukannya
banyaknya masyrakat masih banyak yang merokok
dikawasan yang bebas rokok yang berada di
lingkungan taman dan beberap lingkungan yang lian
sudah di beri peringatan dilarang merokok, selain itu
juga masih banyak remaja menggunkan fasilitas
taman yang tidak baik seperti merusak fasilitas taman
dan melakukan perbuatan zina di lingkungan taman.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh
peneliti terkait Anailis Implementasi Kebijakan
Pengembangan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak di Kota
Malang bahwa dalam pengembangan tersebut sudah
terbilang baik, akan tetapi masih kurang makasimal
dalam melakukan sosialisasi terkait program kota
layak anak. Karena masih banyak masyarakat kurang
paham mengenai beberapa program tersebut.
Disisi lain dalam melakukan observasi peneliti
juga menemukan masyarakat yang mengeluhkan
pelayanan yang kurang ramah terkait pembuatan akte
kelahiran anak di Dispendukcapil.
Untuk menganalisis implementasi kebijakan
kota layak anak di kota malang peneliti menggunakan
teori yang di sampaikan oleh Edward III dalam
Subarsono (2015:90), Edward mengatakan bahwa
untuk menganalisis suatu kebijakan maksimal atau
tidaknya dipengaruhi oleh empat variabel diantaranya
yaitu Komunikasi dan sasaran kebijakan, SDM dan
anggaran, Disposisi, Struktur organisasi
implementator.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti, terkait faktor penghambat dalam
implementasi kebijakan kota layak anak di kota
malang tersebut diantaranya adalah:
a. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi dalam
menjalin hubungan kerjasama kepada seluruh
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OPD dan beberapa LSM untuk mendukung
menciptkan Kota Malang yang ramah anak.
b. Kurangnya SDM dan anggran dalam
menjalankan kebijakan kota layak anak dan
memenuhi kebutuhan hak anak seperti kurang
maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat
tentang program kota layak anak dan kurang
nya fasilitas bermain di beberapa taman.
c. Kurangnya kesadaran masyrakat terhadap
pentingnya lingkungan yang ramah anak,
masih banyak masyrakat yang acuh terhadap
larangan untuk tidak merokok di lingkungan
taman dan juga masih banyak remaja yang
merusak fasilitas taman serta melakukan
kegiatan yang tidak patut dilakukan
dilingkungan taman.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
diuraikan, bahwa implementasi kebijakan kota layak
anak dikota malang dalam pemenuhan hak anak dan
perlindungan terhadap anak harus lebih di
maksimalkan dan di optimalkan lagi. Dengan harapan
agar mampu memberikan tingkat kepuasan kepada
masyarakat dan tentunya membuat anak menjadi
merasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan
manapun. Berikut beberapa saran yang peneliti dapat
berikan:
1. Melakukan evaluasi serta laporan tahunan
jalannya program kota layak anak di kota
malang.
2. Melakukan delegasi dari Dinas Perlindungan
Anak kepada setiap Lemabaga Pemerintah
Daerah dan beberapa jaringan LSM untuk tetap
mengawal jalannya program tersebut.
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